
Community	Engagement	&	Emergence	Journal	
Volume	7	Nomor	4,	Tahun	2026	
Halaman	:	4108-4118 

 
https://journal.yrpipku.com/index.php/ceej 
e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868 
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution- 
NonCommercial 4.0 International license 

The	Effectiveness	of	Entertainment	Tax	Compliance	Audits	in	Supporting	
Local	Own-Source	Revenue:	A	Study	of	Cinema	XXI	in	South	Tangerang	City	

	
Efektivitas	Audit	Kepatuhan	Pajak	Hiburan	dalam	Mendukung	

Pendapatan	Asli	Daerah:	Studi	pada	Cinema	XXI	Kota	Tangerang	Selatan	
	

Dwi	Lestari1,	Bhakti	Nur	Avianto2	
Program	Studi	Magister	Administrasi	Publik,	Fakultas	Ilmu	Sosial	dan	Ilmu	Politik,	

Universitas	Nasional,	Jakarta,	Indonesia	
1dwilestari.21cafe@gmail.com	

	
Abstract	

The	 Specific	 Goods	 and	 Services	 Tax	 (PBJT)	 on	 arts	 and	 entertainment	 services	 constitutes	 one	 of	 the	
strategic	sources	of	Local	Own-Source	Revenue	(PAD)	in	supporting	regional	fiscal	capacity.	Optimizing	
tax	revenue	requires	an	effective	supervision	mechanism,	particularly	through	tax	compliance	audits.	This	
study	aims	to	analyze	the	effectiveness	of	entertainment	tax	compliance	audits	in	supporting	Local	Own-
Source	Revenue	through	a	case	study	of	Cinema	XXI	 in	South	Tangerang	City.	A	qualitative	descriptive	
approach	 was	 employed.	 Data	 were	 collected	 through	 observation,	 in-depth	 interviews,	 and	
documentation	and	analyzed	using	 the	Miles,	Huberman,	 and	 Saldaña	 interactive	 analysis	model.	 The	
evaluation	 framework	adopted	William	N.	Dunn’s	criteria,	 including	effectiveness,	efficiency,	adequacy,	
equity,	 responsiveness,	 and	appropriateness.	 The	 findings	 indicate	 that	 the	 compliance	 audit	 has	 been	
implemented	through	audit	planning,	document	examination,	data	reconciliation,	taxpayer	clarification,	
audit	 determination,	 and	 follow-up	 monitoring.	 The	 audit	 has	 contributed	 to	 improving	 taxpayer	
compliance	 and	 strengthening	 Local	 Own-Source	 Revenue.	 Nevertheless,	 its	 implementation	 remains	
constrained	by	 limited	auditor	 capacity,	 the	 complexity	 of	 digital	 transactions,	 and	 the	need	 for	more	
integrated	tax	information	systems.	Strengthening	auditor	competence,	expanding	the	use	of	information	
technology,	 and	 enhancing	 collaboration	 between	 the	 Regional	 Revenue	 Agency	 and	 taxpayers	 are	
therefore	essential	to	improve	the	effectiveness	of	entertainment	tax	compliance	audits.	
Keywords:	 Tax	 Compliance	 Audit;	 Entertainment	 Tax;	 Local	 Own-Source	 Revenue;	 Policy	 Evaluation;	
William	N.	Dunn.	
	

Abstrak	
Pajak	Barang	dan	Jasa	Tertentu	(PBJT)	atas	jasa	kesenian	dan	hiburan	merupakan	salah	satu	sumber	
Pendapatan	 Asli	 Daerah	 (PAD)	 yang	 memiliki	 peran	 strategis	 dalam	 mendukung	 pembiayaan	
penyelenggaraan	 pemerintahan	 daerah.	 Optimalisasi	 penerimaan	 pajak	 tersebut	 memerlukan	
mekanisme	 pengawasan	 yang	 efektif,	 salah	 satunya	 melalui	 audit	 kepatuhan	 pajak.	 Penelitian	 ini	
bertujuan	 untuk	 menganalisis	 efektivitas	 audit	 kepatuhan	 pajak	 hiburan	 dalam	 mendukung	
Pendapatan	 Asli	 Daerah	 melalui	 studi	 pada	 Cinema	 XXI	 di	 Kota	 Tangerang	 Selatan.	 Penelitian	
menggunakan	 pendekatan	 kualitatif	 dengan	 metode	 deskriptif.	 Data	 diperoleh	 melalui	 observasi,	
wawancara	mendalam,	dan	dokumentasi,	 kemudian	dianalisis	menggunakan	model	 interaktif	Miles,	
Huberman,	dan	Saldaña.	Analisis	dilakukan	berdasarkan	teori	evaluasi	William	N.	Dunn	yang	meliputi	
dimensi	 efektivitas,	 efisiensi,	 kecukupan,	pemerataan,	 responsivitas,	 dan	ketepatan.	Hasil	 penelitian	
menunjukkan	 bahwa	 audit	 kepatuhan	 telah	 dilaksanakan	 melalui	 tahapan	 perencanaan	 audit,	
pemeriksaan	dokumen,	rekonsiliasi	data,	klarifikasi	kepada	wajib	pajak,	penetapan	hasil	pemeriksaan,	
serta	monitoring	dan	tindak	lanjut.	Pelaksanaan	audit	berkontribusi	terhadap	peningkatan	kepatuhan	
wajib	pajak	sekaligus	mendukung	optimalisasi	Pendapatan	Asli	Daerah.	Namun	demikian,	efektivitas	
audit	masih	dipengaruhi	oleh	keterbatasan	sumber	daya	auditor,	kompleksitas	transaksi	digital,	serta	
perlunya	penguatan	sistem	informasi	perpajakan	yang	lebih	terintegrasi.	Oleh	karena	itu,	peningkatan	
kapasitas	 auditor,	 pemanfaatan	 teknologi	 informasi,	 dan	 penguatan	 koordinasi	 antara	 pemerintah	
daerah	dengan	wajib	pajak	menjadi	 faktor	penting	dalam	meningkatkan	efektivitas	audit	kepatuhan	
pajak	hiburan.	
Kata	Kunci:	Audit	Kepatuhan;	Pajak	Hiburan;	Pendapatan	Asli	Daerah;	Evaluasi	Kebijakan;	William	N.	
Dunn.	
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1. Pendahuluan	

Pendapatan	 Asli	 Daerah	 (PAD)	 merupakan	 salah	 satu	 sumber	 pembiayaan	
utama	dalam	penyelenggaraan	pemerintahan	daerah	yang	berperan	penting	dalam	
mendukung	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah.	 Optimalisasi	 PAD	 menjadi	 indikator	
kemampuan	 pemerintah	 daerah	 dalam	 membiayai	 pembangunan	 dan	 pelayanan	
publik	secara	mandiri.	Salah	satu	komponen	PAD	yang	memiliki	kontribusi	strategis	
adalah	 pajak	 daerah,	 termasuk	 pajak	 atas	 jasa	 kesenian	 dan	 hiburan	 yang	 saat	 ini	
diatur	 sebagai	 bagian	 dari	 Pajak	 Barang	 dan	 Jasa	 Tertentu	 (PBJT).	 Perubahan	
kebijakan	perpajakan	daerah	melalui	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2022	tentang	
Hubungan	 Keuangan	 antara	 Pemerintah	 Pusat	 dan	 Pemerintahan	 Daerah	 (HKPD)	
menuntut	 pemerintah	 daerah	 untuk	 memperkuat	 sistem	 administrasi	 perpajakan,	
pengawasan,	 dan	 mekanisme	 pengendalian	 guna	 memastikan	 bahwa	 potensi	
penerimaan	pajak	dapat	dioptimalkan.	

Dalam	konteks	administrasi	publik,	keberhasilan	pengelolaan	pajak	daerah	tidak	
hanya	ditentukan	oleh	besarnya	potensi	objek	pajak,	tetapi	juga	oleh	efektivitas	sistem	
pengawasan	yang	diterapkan	oleh	pemerintah	daerah.	Audit	kepatuhan	merupakan	
salah	 satu	 instrumen	pengawasan	yang	memiliki	peran	penting	dalam	memastikan	
bahwa	wajib	pajak	melaksanakan	kewajibannya	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	
perundang-undangan.	Melalui	audit	kepatuhan,	pemerintah	daerah	dapat	melakukan	
verifikasi	 terhadap	 kebenaran	 pelaporan,	 pembayaran,	 dan	 penyetoran	 pajak,	
sekaligus	 mengidentifikasi	 potensi	 ketidaksesuaian	 yang	 dapat	 memengaruhi	
penerimaan	daerah.	

Sektor	 hiburan	 merupakan	 salah	 satu	 sektor	 yang	 memiliki	 karakteristik	
transaksi	 yang	 dinamis	 dan	 dipengaruhi	 oleh	 perkembangan	 teknologi	 informasi.	
Perubahan	 pola	 transaksi	 dari	 pembayaran	 konvensional	 menuju	 sistem	 digital,	
penggunaan	aplikasi	pemesanan	 tiket	 secara	daring,	pemberian	promosi,	potongan	
harga,	maupun	fasilitas	free	pass	menyebabkan	proses	pengawasan	menjadi	semakin	
kompleks.	Kondisi	tersebut	menuntut	Badan	Pendapatan	Daerah	(BAPENDA)	untuk	
memiliki	mekanisme	audit	yang	mampu	menyesuaikan	dengan	perkembangan	sistem	
transaksi	sehingga	potensi	kehilangan	penerimaan	pajak	dapat	diminimalkan.	

Cinema	 XXI	 sebagai	 salah	 satu	 penyelenggara	 jasa	 hiburan	modern	memiliki	
volume	 transaksi	 yang	 tinggi	 dan	 menggunakan	 sistem	 penjualan	 tiket	 berbasis	
teknologi	 informasi.	 Kompleksitas	 transaksi	 tersebut	 menjadikan	 audit	 kepatuhan	
sebagai	 instrumen	penting	dalam	memastikan	bahwa	dasar	pengenaan	pajak	 telah	
dilaporkan	 secara	 benar	 dan	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 yang	 berlaku.	 Berdasarkan	
kondisi	 empiris	 yang	 diidentifikasi	 dalam	 penelitian	 ini,	 masih	 terdapat	 berbagai	
aspek	yang	memerlukan	penguatan	dalam	pelaksanaan	audit	kepatuhan,	antara	lain	
proses	 rekonsiliasi	 data	 transaksi,	 verifikasi	 terhadap	 transaksi	 khusus,	 serta	
efektivitas	 tindak	 lanjut	 hasil	 pemeriksaan.	 Kondisi	 tersebut	 menunjukkan	 bahwa	
keberhasilan	audit	 tidak	hanya	bergantung	pada	prosedur	pemeriksaan,	 tetapi	 juga	
pada	 kualitas	 koordinasi	 antara	 pemerintah	 daerah	 dengan	 wajib	 pajak	 serta	
dukungan	sistem	informasi	yang	memadai.	
	
2. Landasan	Teori	

Berbagai	 penelitian	 terdahulu	 telah	 membahas	 kepatuhan	 wajib	 pajak,	
penerimaan	 pajak	 daerah,	 maupun	 implementasi	 kebijakan	 perpajakan	 daerah.	
Namun	 demikian,	 sebagian	 besar	 penelitian	 lebih	 menitikberatkan	 pada	 tingkat	
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kepatuhan	 wajib	 pajak	 atau	 faktor-faktor	 yang	 memengaruhi	 penerimaan	 pajak	
daerah	 secara	 umum.	 Penelitian	 yang	 secara	 khusus	 mengkaji	 efektivitas	 audit	
kepatuhan	sebagai	instrumen	pengawasan	terhadap	objek	pajak	hiburan,	khususnya	
pada	 industri	 bioskop	 modern,	 masih	 relatif	 terbatas.	 Selain	 itu,	 belum	 banyak	
penelitian	 yang	mengevaluasi	 efektivitas	 audit	 kepatuhan	menggunakan	perspektif	
evaluasi	 kebijakan	 publik	 dengan	 indikator	 efektivitas,	 efisiensi,	 kecukupan,	
pemerataan,	responsivitas,	dan	ketepatan	sebagaimana	dikemukakan	oleh	William	N.	
Dunn.	

Berdasarkan	kesenjangan	tersebut,	penelitian	ini	menawarkan	kontribusi	ilmiah	
melalui	analisis	efektivitas	audit	kepatuhan	pajak	hiburan	pada	Cinema	XXI	di	Kota	
Tangerang	 Selatan	 dengan	 menggunakan	 perspektif	 evaluasi	 kebijakan	 publik.	
Penelitian	 ini	 tidak	 hanya	 mengidentifikasi	 pelaksanaan	 audit	 kepatuhan	 sebagai	
bagian	dari	 fungsi	pengawasan	pemerintah	daerah,	 tetapi	 juga	menganalisis	 sejauh	
mana	 audit	 tersebut	 mampu	 mendukung	 optimalisasi	 Pendapatan	 Asli	 Daerah.	
Dengan	demikian,	penelitian	ini	diharapkan	dapat	memberikan	kontribusi	terhadap	
pengembangan	 kajian	 administrasi	 publik,	 khususnya	 pada	 aspek	 tata	 kelola	
perpajakan	 daerah,	 penguatan	 sistem	 pengawasan,	 dan	 peningkatan	 akuntabilitas	
pengelolaan	penerimaan	daerah.	

Berdasarkan	 uraian	 tersebut,	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 menganalisis	
efektivitas	audit	kepatuhan	pajak	hiburan	dalam	mendukung	Pendapatan	Asli	Daerah	
melalui	 studi	 pada	 Cinema	 XXI	 Kota	 Tangerang	 Selatan	 menggunakan	 indikator	
evaluasi	 kebijakan	 William	 N.	 Dunn.	 Hasil	 penelitian	 diharapkan	 dapat	 menjadi	
masukan	bagi	pemerintah	daerah	dalam	memperkuat	mekanisme	audit	kepatuhan,	
meningkatkan	 kualitas	 pengawasan	 perpajakan	 daerah,	 serta	 mendukung	
optimalisasi	penerimaan	daerah	secara	berkelanjutan.	
	

3. Metode	
Penelitian	 ini	 menggunakan	 pendekatan	 kualitatif	 dengan	 metode	 deskriptif	

untuk	 menganalisis	 efektivitas	 audit	 kepatuhan	 pajak	 hiburan	 dalam	 mendukung	
Pendapatan	 Asli	 Daerah	 pada	 Cinema	 XXI	 Kota	 Tangerang	 Selatan.	 Pendekatan	
kualitatif	dipilih	karena	mampu	memberikan	pemahaman	secara	mendalam	mengenai	
proses	 pelaksanaan	 audit	 kepatuhan,	 kendala	 yang	 dihadapi,	 serta	 efektivitas	
pelaksanaannya	berdasarkan	pengalaman	dan	perspektif	para	informan	yang	terlibat	
secara	langsung.	

Lokasi	penelitian	dilaksanakan	di	Badan	Pendapatan	Daerah	(BAPENDA)	Kota	
Tangerang	 Selatan	 sebagai	 instansi	 yang	memiliki	 kewenangan	 dalam	 pengelolaan	
dan	 pengawasan	 Pajak	 Barang	 dan	 Jasa	 Tertentu	 (PBJT)	 atas	 jasa	 kesenian	 dan	
hiburan.	 Objek	 penelitian	 difokuskan	 pada	 pelaksanaan	 audit	 kepatuhan	 terhadap	
wajib	 pajak	 Cinema	 XXI	 sebagai	 salah	 satu	 penyelenggara	 jasa	 hiburan	 yang	
memberikan	kontribusi	terhadap	penerimaan	Pendapatan	Asli	Daerah	(PAD).	

Data	 penelitian	 terdiri	 atas	 data	 primer	 dan	 data	 sekunder.	 Data	 primer	
diperoleh	 melalui	 wawancara	 mendalam	 dengan	 informan	 yang	 dipilih	 secara	
purposive,	yaitu	pejabat	dan	pegawai	BAPENDA	Kota	Tangerang	Selatan	yang	terlibat	
dalam	 pelaksanaan	 audit	 kepatuhan	 pajak	 hiburan	 serta	 pihak	 wajib	 pajak	 yang	
menjadi	 objek	 penelitian.	 Sementara	 itu,	 data	 sekunder	 diperoleh	 melalui	 studi	
dokumentasi	 terhadap	 peraturan	 perundang-undangan,	 laporan	 audit,	 dokumen	
administrasi	perpajakan,	laporan	realisasi	penerimaan	pajak	daerah,	serta	dokumen	
pendukung	lain	yang	relevan	dengan	fokus	penelitian.	
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Teknik	pengumpulan	data	dilakukan	melalui	observasi,	wawancara	mendalam,	
dan	 dokumentasi.	 Observasi	 digunakan	 untuk	 memperoleh	 gambaran	 mengenai	
proses	pelaksanaan	audit	kepatuhan	di	lingkungan	BAPENDA	Kota	Tangerang	Selatan.	
Wawancara	dilakukan	 secara	 semi-terstruktur	untuk	menggali	 informasi	mengenai	
mekanisme	 audit,	 pelaksanaan	 pemeriksaan,	 hambatan	 yang	 dihadapi,	 serta	 upaya	
yang	dilakukan	dalam	meningkatkan	kepatuhan	wajib	pajak.	Dokumentasi	digunakan	
sebagai	 data	 pendukung	 untuk	 memverifikasi	 hasil	 observasi	 dan	 wawancara	
sehingga	meningkatkan	kredibilitas	temuan	penelitian.	

Keabsahan	data	dilakukan	melalui	teknik	triangulasi	sumber,	triangulasi	teknik,	
dan	 triangulasi	 waktu.	 Triangulasi	 sumber	 dilakukan	 dengan	 membandingkan	
informasi	 yang	 diperoleh	 dari	 berbagai	 informan,	 sedangkan	 triangulasi	 teknik	
dilakukan	 melalui	 perbandingan	 hasil	 observasi,	 wawancara,	 dan	 dokumentasi.	
Triangulasi	 waktu	 dilakukan	 dengan	 mengonfirmasi	 kembali	 informasi	 yang	
diperoleh	pada	waktu	yang	berbeda	guna	memastikan	konsistensi	data.	

Analisis	data	menggunakan	model	interaktif	Miles,	Huberman,	dan	Saldaña	yang	
meliputi	tiga	tahapan,	yaitu	kondensasi	data	(data	condensation),	penyajian	data	(data	
display),	 serta	 penarikan	 dan	 verifikasi	 kesimpulan	 (conclusion	 drawing	 and	
verification).	Proses	analisis	dilakukan	secara	berkelanjutan	sejak	pengumpulan	data	
hingga	penelitian	selesai	sehingga	memungkinkan	peneliti	memperoleh	pemahaman	
yang	komprehensif	mengenai	efektivitas	audit	kepatuhan	pajak	hiburan.	

Analisis	hasil	penelitian	menggunakan	teori	evaluasi	kebijakan	William	N.	Dunn	
yang	meliputi	 enam	 indikator,	 yaitu	 efektivitas	 (effectiveness),	 efisiensi	 (efficiency),	
kecukupan	 (adequacy),	 pemerataan	 (equity),	 responsivitas	 (responsiveness),	 dan	
ketepatan	(appropriateness).	Keenam	indikator	tersebut	digunakan	sebagai	kerangka	
analisis	untuk	mengevaluasi	sejauh	mana	pelaksanaan	audit	kepatuhan	pajak	hiburan	
telah	mampu	mendukung	 optimalisasi	 Pendapatan	 Asli	 Daerah	 di	 Kota	 Tangerang	
Selatan.	

	
4. Hasil	dan	Pembahasan	
Efektivitas	Audit	Kepatuhan	Pajak	Hiburan	

Efektivitas	 merupakan	 ukuran	 keberhasilan	 suatu	 kebijakan	 atau	 program	
dalam	mencapai	tujuan	yang	telah	ditetapkan	(Dunn,	2018).	Dalam	konteks	penelitian	
ini,	 efektivitas	audit	kepatuhan	diukur	dari	kemampuan	Badan	Pendapatan	Daerah	
(BAPENDA)	 Kota	 Tangerang	 Selatan	 dalam	 memastikan	 kepatuhan	 wajib	 pajak	
sehingga	penerimaan	Pajak	Barang	dan	Jasa	Tertentu	(PBJT)	atas	jasa	kesenian	dan	
hiburan	dapat	dioptimalkan	sebagai	salah	satu	sumber	Pendapatan	Asli	Daerah.	

Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 pelaksanaan	 audit	 kepatuhan	 telah	
mengikuti	 prosedur	 pemeriksaan	 yang	 ditetapkan,	 dimulai	 dari	 penentuan	 objek	
pemeriksaan,	 pengumpulan	 dan	 verifikasi	 dokumen,	 rekonsiliasi	 data	 transaksi,	
klarifikasi	 kepada	 wajib	 pajak,	 hingga	 penyusunan	 laporan	 hasil	 audit	 dan	 tindak	
lanjut	 pemeriksaan.	 Tahapan	 tersebut	 menunjukkan	 bahwa	 audit	 tidak	 hanya	
berfungsi	 sebagai	 instrumen	 administratif,	 tetapi	 juga	 sebagai	 mekanisme	
pengendalian	 yang	 memberikan	 keyakinan	 atas	 kebenaran	 pelaporan	 pajak	 yang	
dilakukan	oleh	wajib	pajak.	

Temuan	 penelitian	 mengindikasikan	 bahwa	 pelaksanaan	 audit	 mampu	
mengidentifikasi	 ketidaksesuaian	 antara	 data	 transaksi	 yang	 dimiliki	 pemerintah	
daerah	 dengan	 laporan	 yang	 disampaikan	 oleh	 wajib	 pajak.	 Perbedaan	 tersebut	
ditemukan	melalui	 proses	 rekonsiliasi	 data	 dan	pemeriksaan	dokumen	pendukung	
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sehingga	 auditor	 memperoleh	 dasar	 yang	 memadai	 dalam	 melakukan	 klarifikasi	
kepada	wajib	pajak.	Dengan	demikian,	audit	kepatuhan	berfungsi	sebagai	mekanisme	
koreksi	yang	mendukung	peningkatan	kualitas	administrasi	perpajakan	daerah.	

Namun	 demikian,	 efektivitas	 audit	 belum	 sepenuhnya	 optimal.	 Kompleksitas	
transaksi	pada	 industri	bioskop	modern	yang	telah	menggunakan	sistem	penjualan	
tiket	secara	digital,	pemberian	promosi,	 transaksi	melalui	platform	daring,	maupun	
fasilitas	 free	 pass	 menuntut	 auditor	 memiliki	 kompetensi	 yang	 lebih	 tinggi	 dalam	
melakukan	penelusuran	data.	Di	sisi	lain,	keterbatasan	sumber	daya	manusia	auditor	
menyebabkan	proses	pemeriksaan	memerlukan	waktu	yang	relatif	panjang	sehingga	
berpotensi	memengaruhi	efektivitas	pengawasan.	

Apabila	dianalisis	menggunakan	indikator	efektivitas	menurut	William	N.	Dunn,	
pelaksanaan	 audit	 kepatuhan	 pada	 Cinema	 XXI	 telah	 menunjukkan	 bahwa	 tujuan	
utama	audit,	yaitu	meningkatkan	kepatuhan	wajib	pajak	dan	mendukung	optimalisasi	
Pendapatan	Asli	Daerah,	telah	tercapai	meskipun	belum	sepenuhnya	maksimal.	Audit	
mampu	menghasilkan	 informasi	yang	 lebih	akurat	mengenai	kewajiban	perpajakan	
wajib	 pajak	 sehingga	 menjadi	 dasar	 bagi	 BAPENDA	 dalam	 mengambil	 keputusan	
administrasi	perpajakan	secara	lebih	tepat.	

Temuan	 tersebut	 memperkuat	 pandangan	 Dunn	 bahwa	 efektivitas	 suatu	
kebijakan	 tidak	 hanya	 diukur	 dari	 terlaksananya	 kegiatan,	 tetapi	 juga	 dari	 sejauh	
mana	kegiatan	tersebut	mampu	menghasilkan	perubahan	terhadap	tujuan	yang	ingin	
dicapai.	 Dalam	 penelitian	 ini,	 perubahan	 tersebut	 tercermin	 dari	 meningkatnya	
kualitas	 pengawasan,	 tersedianya	 informasi	 perpajakan	 yang	 lebih	 akurat,	 serta	
meningkatnya	kepatuhan	wajib	pajak	setelah	dilakukan	audit	kepatuhan.	

Hasil	 penelitian	 ini	 juga	 sejalan	 dengan	 berbagai	 penelitian	 sebelumnya	 yang	
menyatakan	 bahwa	 audit	 kepatuhan	 merupakan	 instrumen	 penting	 dalam	
meningkatkan	 kepatuhan	 wajib	 pajak	 dan	 memperkuat	 akuntabilitas	 pengelolaan	
pajak	daerah.	Namun	demikian,	penelitian	ini	memberikan	kontribusi	yang	berbeda	
karena	menunjukkan	 bahwa	 pada	 industri	 hiburan	modern,	 efektivitas	 audit	 tidak	
hanya	 dipengaruhi	 oleh	 kepatuhan	 wajib	 pajak,	 tetapi	 juga	 oleh	 kemampuan	
pemerintah	 daerah	 dalam	 mengintegrasikan	 teknologi	 informasi,	 meningkatkan	
kompetensi	auditor,	serta	membangun	koordinasi	yang	efektif	dengan	penyelenggara	
jasa	hiburan.	
	
Efisiensi	Audit	Kepatuhan	Pajak	Hiburan	

Menurut	William	 N.	 Dunn,	 efisiensi	 berkaitan	 dengan	 hubungan	 antara	 hasil	
yang	dicapai	dan	sumber	daya	yang	digunakan	untuk	mencapai	hasil	tersebut.	Dalam	
penyelenggaraan	audit	kepatuhan,	efisiensi	tidak	hanya	diukur	dari	lamanya	proses	
pemeriksaan,	tetapi	juga	dari	kemampuan	pemerintah	daerah	memanfaatkan	sumber	
daya	 manusia,	 waktu,	 biaya,	 dan	 teknologi	 secara	 optimal	 sehingga	 tujuan	
pengawasan	dapat	tercapai.	

Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	BAPENDA	Kota	Tangerang	Selatan	 telah	
menerapkan	mekanisme	 penentuan	 objek	 audit	 berdasarkan	 hasil	monitoring	 dan	
identifikasi	 risiko.	 Pendekatan	 tersebut	 memungkinkan	 auditor	 memfokuskan	
pemeriksaan	terhadap	wajib	pajak	yang	memiliki	potensi	ketidaksesuaian	pelaporan	
sehingga	penggunaan	waktu	dan	tenaga	pemeriksa	menjadi	lebih	efektif	dibandingkan	
pemeriksaan	secara	menyeluruh	terhadap	seluruh	wajib	pajak.	

Meskipun	 demikian,	 efisiensi	 pelaksanaan	 audit	masih	menghadapi	 beberapa	
kendala.	Proses	rekonsiliasi	data	memerlukan	pencocokan	antara	laporan	wajib	pajak	
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dengan	 data	 transaksi	 yang	 berasal	 dari	 berbagai	 sumber.	 Kompleksitas	 transaksi	
elektronik	pada	 industri	bioskop	menyebabkan	auditor	harus	melakukan	verifikasi	
berulang	terhadap	dokumen	pendukung	agar	memperoleh	keyakinan	atas	kebenaran	
data.	 Kondisi	 ini	 mengakibatkan	 proses	 audit	 membutuhkan	 waktu	 yang	 relatif	
panjang.	

Selain	 keterbatasan	 waktu,	 jumlah	 auditor	 yang	 tersedia	 belum	 sepenuhnya	
sebanding	 dengan	 jumlah	 objek	 pajak	 yang	 harus	 diawasi.	 Akibatnya,	 intensitas	
pemeriksaan	 belum	 dapat	 dilakukan	 secara	 optimal	 terhadap	 seluruh	 wajib	 pajak	
hiburan.	Temuan	ini	menunjukkan	bahwa	efisiensi	audit	tidak	hanya	dipengaruhi	oleh	
prosedur	 pemeriksaan,	 tetapi	 juga	 oleh	 kapasitas	 organisasi	 dalam	 menyediakan	
sumber	daya	yang	memadai.	

Berdasarkan	 perspektif	 Dunn,	 audit	 kepatuhan	 telah	 memenuhi	 indikator	
efisiensi	karena	mampu	menghasilkan	informasi	yang	dibutuhkan	pemerintah	daerah	
melalui	 mekanisme	 pemeriksaan	 yang	 terarah.	 Namun	 demikian,	 peningkatan	
efisiensi	masih	memerlukan	dukungan	sistem	informasi	perpajakan	yang	terintegrasi,	
digitalisasi	proses	audit,	 serta	peningkatan	kompetensi	auditor	dalam	menganalisis	
transaksi	 elektronik	 sehingga	 proses	 pemeriksaan	 dapat	 berlangsung	 lebih	 cepat	
tanpa	mengurangi	kualitas	hasil	audit.	
	
Kecukupan	Audit	Kepatuhan	Pajak	Hiburan	

Kecukupan	 (adequacy)	 menggambarkan	 sejauh	 mana	 suatu	 kebijakan	 atau	
program	mampu	menyelesaikan	permasalahan	yang	menjadi	dasar	pelaksanaannya.	
Dalam	 penelitian	 ini,	 kecukupan	 diukur	 berdasarkan	 kemampuan	 audit	 kepatuhan	
dalam	 mengidentifikasi	 potensi	 ketidakpatuhan	 wajib	 pajak	 serta	 mendukung	
optimalisasi	penerimaan	Pendapatan	Asli	Daerah.	

Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 audit	 kepatuhan	 mampu	 mengungkap	
berbagai	ketidaksesuaian	melalui	pemeriksaan	dokumen,	rekonsiliasi	data	transaksi,	
dan	klarifikasi	kepada	wajib	pajak.	Proses	tersebut	memberikan	dasar	yang	kuat	bagi	
BAPENDA	 untuk	 memastikan	 bahwa	 dasar	 pengenaan	 pajak	 telah	 sesuai	 dengan	
kondisi	transaksi	yang	sebenarnya.	

Namun	 demikian,	 audit	 belum	 sepenuhnya	 mampu	 menghilangkan	 seluruh	
potensi	 ketidakpatuhan.	 Perkembangan	 sistem	 transaksi	 digital	 yang	 semakin	
kompleks	menuntut	adanya	penyempurnaan	metode	pemeriksaan	dan	peningkatan	
kemampuan	auditor	dalam	melakukan	analisis	data	elektronik.	Oleh	karena	itu,	audit	
kepatuhan	 perlu	 dipandang	 sebagai	 bagian	 dari	 proses	 pengawasan	 berkelanjutan	
yang	terus	menyesuaikan	diri	dengan	dinamika	perkembangan	teknologi	dan	model	
bisnis	sektor	hiburan.	

Temuan	ini	menunjukkan	bahwa	audit	kepatuhan	telah	memberikan	kontribusi	
nyata	 terhadap	 peningkatan	 kualitas	 administrasi	 perpajakan	 daerah,	 meskipun	
efektivitasnya	 masih	 memerlukan	 dukungan	 kebijakan	 penguatan	 kelembagaan,	
sistem	informasi,	dan	peningkatan	kapasitas	sumber	daya	manusia.	
	
	
	
Pemerataan	Audit	Kepatuhan	Pajak	Hiburan	

Pemerataan	 (equity)	 dalam	 evaluasi	 kebijakan	mengacu	 pada	 keadilan	 dalam	
pelaksanaan	 suatu	 program	 sehingga	 seluruh	 pihak	 memperoleh	 perlakuan	 yang	
sama	berdasarkan	ketentuan	yang	berlaku.	Dalam	konteks	audit	kepatuhan,	prinsip	
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pemerataan	 diwujudkan	 melalui	 pelaksanaan	 pemeriksaan	 yang	 didasarkan	 pada	
indikator	objektif	dan	tidak	membedakan	karakteristik	wajib	pajak.	

Penelitian	menunjukkan	bahwa	penetapan	objek	audit	dilakukan	berdasarkan	
hasil	pengawasan	dan	analisis	risiko,	bukan	semata-mata	berdasarkan	besarnya	skala	
usaha.	Pendekatan	tersebut	mencerminkan	penerapan	prinsip	keadilan	karena	setiap	
wajib	 pajak	 memiliki	 kesempatan	 yang	 sama	 untuk	 diperiksa	 apabila	 ditemukan	
indikasi	ketidaksesuaian	pelaporan.	

Penerapan	 prinsip	 pemerataan	 juga	 berkontribusi	 terhadap	 meningkatnya	
kepercayaan	wajib	 pajak	 terhadap	 proses	 pengawasan	 yang	 dilakukan	 pemerintah	
daerah.	Ketika	audit	dilaksanakan	secara	objektif	dan	transparan,	kepatuhan	sukarela	
(voluntary	compliance)	cenderung	meningkat	karena	wajib	pajak	memahami	bahwa	
mekanisme	pemeriksaan	diterapkan	secara	konsisten	kepada	seluruh	objek	pajak.	
	
Responsivitas	Audit	Kepatuhan	Pajak	Hiburan	

Responsivitas	 menunjukkan	 kemampuan	 organisasi	 publik	 dalam	merespons	
kebutuhan	 masyarakat	 dan	 perubahan	 lingkungan	 strategis.	 Pada	 penelitian	 ini,	
responsivitas	tercermin	dari	kemampuan	BAPENDA	menyesuaikan	mekanisme	audit	
terhadap	perkembangan	transaksi	digital	di	sektor	hiburan.	

Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 auditor	 telah	 melakukan	 penyesuaian	
melalui	 pemeriksaan	 dokumen	 elektronik,	 rekonsiliasi	 data	 transaksi	 digital,	 dan	
klarifikasi	 terhadap	 informasi	 yang	 diperoleh	 dari	 sistem	 monitoring.	 Langkah	
tersebut	menunjukkan	adanya	adaptasi	terhadap	perubahan	karakteristik	transaksi	
pada	industri	bioskop	modern.	

Meskipun	demikian,	peningkatan	kapasitas	auditor	dalam	penguasaan	teknologi	
informasi	masih	menjadi	kebutuhan	utama.	Selain	itu,	koordinasi	yang	lebih	intensif	
dengan	wajib	pajak	diperlukan	agar	proses	klarifikasi	berlangsung	lebih	efektif	dan	
menghasilkan	informasi	yang	lebih	akurat.	Dengan	demikian,	responsivitas	audit	akan	
semakin	 meningkat	 seiring	 dengan	 penguatan	 kompetensi	 auditor	 dan	
pengembangan	sistem	informasi	perpajakan	yang	lebih	terintegrasi.	
	
Ketepatan	Audit	Kepatuhan	Pajak	Hiburan	

Ketepatan	 (appropriateness)	 merupakan	 indikator	 yang	 menilai	 kesesuaian	
pelaksanaan	 kebijakan	 dengan	 tujuan	 yang	 ingin	 dicapai.	 Dalam	 penelitian	 ini,	
ketepatan	 audit	 diukur	 berdasarkan	 kesesuaian	 prosedur	 pemeriksaan	 dengan	
ketentuan	perpajakan	daerah	serta	kemampuan	audit	menghasilkan	informasi	yang	
dapat	digunakan	sebagai	dasar	pengambilan	keputusan.	

Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 pelaksanaan	 audit	 telah	 mengikuti	
tahapan	 yang	 ditetapkan	 dalam	 prosedur	 pemeriksaan,	 mulai	 dari	 perencanaan,	
pemeriksaan	 dokumen,	 rekonsiliasi	 data,	 klarifikasi	 kepada	 wajib	 pajak,	 hingga	
monitoring	dan	tindak	lanjut.	Tahapan	tersebut	menghasilkan	informasi	yang	menjadi	
dasar	bagi	pemerintah	daerah	dalam	mengevaluasi	tingkat	kepatuhan	wajib	pajak	dan	
menentukan	langkah	administrasi	yang	diperlukan.	

Berdasarkan	 analisis	 menggunakan	 teori	 William	 N.	 Dunn,	 audit	 kepatuhan	
pajak	hiburan	pada	Cinema	XXI	Kota	Tangerang	Selatan	secara	umum	telah	memenuhi	
indikator	 ketepatan	 karena	 mampu	 mendukung	 fungsi	 pengawasan	 perpajakan	
daerah	dan	memberikan	kontribusi	 terhadap	optimalisasi	 Pendapatan	Asli	Daerah.	
Namun	 demikian,	 peningkatan	 kualitas	 audit	 tetap	 diperlukan	 melalui	 penguatan	
sistem	informasi,	peningkatan	kompetensi	auditor,	dan	penyempurnaan	mekanisme	
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pengawasan	berbasis	risiko	agar	audit	mampu	menjawab	tantangan	perkembangan	
transaksi	digital	pada	sektor	hiburan.	
	
Implikasi	Penelitian	

Hasil	 penelitian	 memberikan	 implikasi	 teoretis	 dan	 praktis	 terhadap	
pengembangan	administrasi	publik,	khususnya	dalam	tata	kelola	perpajakan	daerah.	
Dari	aspek	teoretis,	penelitian	ini	menunjukkan	bahwa	indikator	evaluasi	kebijakan	
William	N.	Dunn	dapat	digunakan	untuk	menilai	efektivitas	audit	kepatuhan	sebagai	
instrumen	pengawasan	penerimaan	pajak	daerah.	Keenam	indikator	evaluasi	saling	
melengkapi	 dalam	 menjelaskan	 keberhasilan	 maupun	 keterbatasan	 pelaksanaan	
audit	kepatuhan.	

Dari	 aspek	 praktis,	 penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 penguatan	 audit	
kepatuhan	 memerlukan	 dukungan	 kelembagaan	 melalui	 peningkatan	 kapasitas	
auditor,	 digitalisasi	 proses	 audit,	 integrasi	 data	 perpajakan,	 serta	 penerapan	
pengawasan	 berbasis	 risiko.	 Langkah	 tersebut	 diharapkan	 mampu	 meningkatkan	
efektivitas	 pengawasan,	 memperkuat	 kepatuhan	 wajib	 pajak,	 serta	 mendukung	
optimalisasi	Pendapatan	Asli	Daerah	secara	berkelanjutan.	

Bagi	 penelitian	 selanjutnya,	 disarankan	 untuk	 memperluas	 objek	 penelitian	
pada	 berbagai	 jenis	 wajib	 pajak	 sektor	 hiburan	 atau	 melakukan	 studi	 komparatif	
antardaerah	sehingga	dapat	diperoleh	gambaran	yang	lebih	komprehensif	mengenai	
efektivitas	 audit	 kepatuhan	 dalam	 mendukung	 tata	 kelola	 perpajakan	 daerah	 di	
Indonesia.	
	
5. Kesimpulan		

Penelitian	ini	menunjukkan	bahwa	pelaksanaan	audit	kepatuhan	pajak	hiburan	
pada	Cinema	XXI	Kota	Tangerang	Selatan	secara	umum	telah	berjalan	efektif	dalam	
mendukung	 optimalisasi	 Pendapatan	 Asli	 Daerah	 (PAD).	 Berdasarkan	 analisis	
menggunakan	enam	indikator	evaluasi	kebijakan	William	N.	Dunn,	yaitu	efektivitas,	
efisiensi,	kecukupan,	pemerataan,	responsivitas,	dan	ketepatan,	audit	kepatuhan	telah	
mampu	menjalankan	fungsi	pengawasan	melalui	tahapan	perencanaan,	pemeriksaan	
dokumen,	 rekonsiliasi	 data,	 klarifikasi	 kepada	 wajib	 pajak,	 penetapan	 hasil	
pemeriksaan,	serta	monitoring	dan	tindak	lanjut	secara	sistematis.	

Pelaksanaan	 audit	 memberikan	 kontribusi	 terhadap	 peningkatan	 kualitas	
administrasi	 perpajakan	 daerah	 dengan	 mendorong	 kepatuhan	 wajib	 pajak	 dalam	
memenuhi	 kewajiban	 perpajakannya.	 Selain	 berfungsi	 sebagai	 instrumen	
pengendalian,	 audit	 kepatuhan	 juga	menjadi	 sarana	 verifikasi	 terhadap	 kebenaran	
pelaporan	 pajak	 sehingga	 dapat	 meminimalkan	 potensi	 kehilangan	 penerimaan	
daerah.	 Temuan	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 efektivitas	 audit	 tidak	 hanya	
ditentukan	 oleh	 kepatuhan	 wajib	 pajak,	 tetapi	 juga	 dipengaruhi	 oleh	 kapasitas	
kelembagaan,	 kompetensi	 auditor,	 kualitas	 sistem	 informasi	 perpajakan,	 serta	
koordinasi	antara	pemerintah	daerah	dan	wajib	pajak.	

Meskipun	 demikian,	 penelitian	 ini	 juga	 mengidentifikasi	 beberapa	 tantangan	
yang	masih	memerlukan	perhatian,	 antara	 lain	kompleksitas	 transaksi	digital	 pada	
industri	hiburan,	keterbatasan	sumber	daya	auditor,	dan	belum	optimalnya	integrasi	
sistem	informasi	pendukung	audit.	Oleh	karena	itu,	penguatan	kapasitas	sumber	daya	
manusia,	modernisasi	sistem	informasi	perpajakan,	penerapan	pengawasan	berbasis	
risiko	(risk-based	audit),	serta	peningkatan	koordinasi	antar	pemangku	kepentingan	
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menjadi	langkah	strategis	untuk	meningkatkan	efektivitas	audit	kepatuhan	pada	masa	
mendatang.	

Secara	teoritis,	penelitian	ini	memperkuat	penerapan	model	evaluasi	kebijakan	
William	N.	Dunn	dalam	mengevaluasi	efektivitas	audit	kepatuhan	sebagai	instrumen	
pengawasan	 perpajakan	 daerah.	 Dari	 sisi	 praktis,	 hasil	 penelitian	 memberikan	
rekomendasi	 bagi	 Badan	 Pendapatan	 Daerah	 Kota	 Tangerang	 Selatan	 untuk	 terus	
memperkuat	tata	kelola	audit	melalui	pemanfaatan	teknologi	informasi,	peningkatan	
kompetensi	auditor,	dan	penyempurnaan	mekanisme	pengawasan.	Dengan	demikian,	
audit	 kepatuhan	 tidak	 hanya	 berperan	 dalam	 meningkatkan	 penerimaan	 pajak	
daerah,	tetapi	juga	mendukung	terwujudnya	tata	kelola	pemerintahan	yang	akuntabel,	
transparan,	dan	berorientasi	pada	peningkatan	kualitas	pelayanan	publik.	
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